PEMKAB MAGELANG: REALISASI BAGI HASIL PKB
CAPAI Rp27,7 MILIAR
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Isi Berita:

Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mencatat
realisasi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga akhir Agustus 2024
mencapai Rp27,7 miliar atau 46,81 persen dari target Rp59,2 miliar.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Asfuri Muhsis di
Magelang, Selasa (1/10), menyampaikan bahwa capaian bagi hasil PKB) masih harus
dioptimalkan.

"Dari target Rp59,2 miliar, sampai dengan 31 Agustus 2024 terealisasi sebesar Rp27,7
miliar atau sebesar 46,81 persen," kata Asfuri Muhsis pada Rapat Koordinasi
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Persiapan Opsen PKB dan BBNKB Tahun
2025.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Program "Sengkuyung" yaitu
tuntaskan piutang jaga kepatuhan, kabupaten/kota diminta untuk bersinergi dalam rangka
optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan penagihan piutang PKB.

Menurut dia, saat ini diperlukan terobosan dan inovasi agar target tersebut dapat dicapai
dengan efisien dan efektif salah satunya dengan memanfaatkan teknologi. Terkait dengan

peningkatan pendapatan ini sangat berdampak pada kelangsungan pembangunan daerah.
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"Artinya pajak, retribusi dan pendapatan lain ini dikumpulkan sebanyak-banyaknya dan
akan dikembalikan lagi kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih sejahtera,"
katanya.

Ia mengatakan jumlah penduduk di Kabupaten Magelang saat ini hampir mencapai 1,3
juta jiwa, sementara nilai APBD Kabupaten Magelang hampir mencapai Rp2,7 triliun.
menjadi penting untuk membantu pembangunan di Kabupaten Magelang.

"Saya berharap kita ingin tidak bergantung pada anggaran dari pusat terus-menerus. Kita
harus mandiri dengan cara terus mendorong peningkatan PAD ini," katanya.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)
Kabupaten Magelang Siti Zumaroh menyampaikan tujuan dilaksanakannya rapat
koordinasi ini adalah sebagai upaya optimalisasi PAD Kabupaten Magelang, khususnya
dari penerimaan Bagi Hasil PKB pada tahun 2024 serta Persiapan Opsen PKB dan
BBNKB Tahun 2025.

Ia menyampaikan bahwa Bagi Hasil PKB mulai tahun 2020-2023 dari target yang
ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah, baru pada tahun 2021 bisa tercapai. Sementara di
tahun 2020, 2022 dan 2023 belum bisa mencapai target yang telah ditentukan.

"Ini menjadi perhatian kita bersama karena penerimaan bagi hasil yang sudah masuk di
dalam APBD sudah direncanakan untuk digunakan dalam rangka membiayai
pembangunan di Kabupaten Magelang" katanya. (Heru Suyitno)
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Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat

PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
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kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah

kabupaten/kota terdiri atas:

a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

d) Pajak Reklame;

e) Pajak Air Tanah (PAT);

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);

g) Pajak Sarang Burung Walet;

h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan

1) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat

suatu instansi
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